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Abstrak

asyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku
Mbangsa, memiliki sistem kepemimpinan yang sangat

dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang
sejarah suku bangsa yang bersangkutan. Kepemimpinan muncul
bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak
nenek moyang manusia itu berkumpul dan bekerja bersama-
sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menentang
kebuasan binatang dan keganasan alam sekitarnya. Berbagai
bentuk kepemimpinan tradisional di masing-masingsuku bangsa
terus berkembang dan hingga kini disebahagian masyarakat
masih tetap dipertahankan. Sistem Kepemimpinan Tradisional
yang terdapat dalam masyarakat mengingat sistem pemerintahan
yang mengatur kehidupan masyarakat secara nasional itu belum
sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga sistem kepemimpinan
tradisional masih sangat memegang peranan penting dalam
kehidupan masyarakat terlebih dalam bidang adat istiadat.
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Meskipun menunjukan pemimpin pada masa lalu
hanya atas dasar  pengakuan para pengikutnya, namun
kepemimpinannya telah menumbuhkan kondisi dinamis dalam
masyarakatnya, bahkan hingga kini kepemimpinan tradisional
terus diakui walupun secara formal tidak memiliki dasar hukum,
bahkan dalam masyarakat Dayak ada dasar-dasar atau kriteria
untuk menjadi pemimpin tradisional. Dalam tulisan ini mencoba
memaparkan bentuk dari kepemimpinan tradisional pada
masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Dayak Ngaju, Kepemimpinan Tradisional



KATA PENGANTAR

irat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat - NYA

sehingga tulisan tentang KEPEMIMPINAN TRADISION-
AL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI PROPINSI KALI-
MANTAN TENGAH, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Banyaknya suku bangsa yang terdapat di tanah air kita,
mengakibatkan semakin beraneka ragam khasana kebudayaan
yang perlu diketahui. Maka, sesuai dengan salah satu tugas dan
fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya yakni merupakan pengkajian
dan pembinaan masalah kebudayaan, pada tahun ini kami
mencoba untuk mengangkat salah satu aspek kebudayaan guna
memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan
kebudayaan di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan salah satu dari Kegiatan Balai
Pelestarian Nilai Budaya Pontinak tahun 2012 yang dibiayai
dari dana APBNP tahun 2012. Diharapkan melalui penelitian

Terlebih dahulu puji dan syukur kami panjatkan kehad-
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ini dapat diketahui bentuk atau konsep KEPEMIMPINAN
TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, tepatnya yang terdapat di
Kabupaten Pulang Pisau, yang hingga kini masih berlaku, dan
bahkan diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Melalui Tulisan ini tidak lupa kami mengucapkan
terimakasih kepada kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan
Pariwisata Kab. Pulang Pisau, Camat Kahayan Tengah, para
demang, mantir adat maupun para tokoh masyarakat yang ada
di kecamatan Kahayan Tengah khususnya yang terdapat di Desa
Sigi dan para Informan yang telah banyak memberikan masukan
kepada tim penulis. Untuk itu kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan dan informasi demi kelancaran penulisan,
kami ucapkan terima kasih.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kepala Balai
Pelestarian Nilai Budaya Pontianak yang telah mempercayakan
kegiatan penelitian ini kepada kami. Kami mengakui dan
menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan-
kekurangan seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak
retak, oleh karena itu sumbangan pemikiran serta saran dan
kritikan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini sangat
diharapkan. Akhirnya kami ucapkan terma kasih dan semoga
hasil tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Desember 2012
Tim Penulis.



KATA PENGANTAR
AHLI

populasinya di Kalimantan Tengah. Disusul oleh Dayak

Maanyan, Ot Danum, Dusun, Lawangan, Siang dan Dayak
Tomon/Tamuan(Widen, 2003).
Sesuai dengan nama kolektif suku Dayak Nyaju, dimana NGAJU
berarti Hulu, Udik, atau pedalaman, maka kebanyakan suku
Dayak Ngaju yang hidup secara tradisional tersebar di daerah
pedalaman Kalimantan Tengah. Kehidupan secara tradisional
tersebut dicirikan ciri-ciri kebudayaan yang mereka miliki, seperti
ekonomi subsisten, peramu hasil hutan, berburu, tinggal di
rumah-rumah panggung, dan mempraktekkan adat dan hukum
adat dalam kehidupan kolektif mereka.

Suku Dayak Ngaju merupakan sub etnis Dayak terbesar

Salah satu ciri kehidupan tradisional Suku Dayak Ngaju
adalah mereka masih mempertahankan dan mempraktekkan
kepemimpinan tradisional yang mereka yakini dapat menjamin
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keamanan, ketentraman, kebahagiaan hidup, serta kelangsungan
adat istiadat mereka. Widen (2003) mengatakan bahwa pada
awalnya suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah mendiami
daerah-daerah pesisir. Namun setelah kedatangan suku Melayu
( Kelompok Melayu Muda), maka semua orang Dayak semakin
terdesak ke daerah pedalaman. Keterdesakan ini sesungguhnya
merupakan upaya orang Dayak untuk “melarikan diri” guna
menyelematkan adat-istiadat yang mereka pelihara hingga saat
ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya
Pontianak tahun 2012 terhadap Sistem Kepemimpinan Tradisional
Pada Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang patut mendapat penghargaan dan
apresiasi. Karena suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya
suku Dayak Ngaju akan dikenal oleh masyarakat luas baik pada
tatanan lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.

Sistem kepemimpinan tradisional di kalangan Dayak Kalimantan
Tengah sebenarnya masih memiliki kesamaan-kesamaan diantara
sub-etnisnya. Ada beberapa bentuk kepemimpinan tradisional
pada masayarakat Dayak di Kalimantan Tengah:

Pertama: Kepemimpinan Wali/Asbah

Keluarga Dayak memiliki dua bentuk keluarga, yaitu keluarga
Batih/inti/kecil (nuckelar family) dan keluarga kerabat/besar
(extended family). Dalam kedua bentuk keluarga itu, dikalangan
masyarakat Dayak dikenal kepemimpinan Wali/Asbah. Dalam
keluarga batih yang bisa menjadi Wali/Asbah adalah anak laki-
laki tertua dalam keluarga. Sedangkan dalam keluarga kerabat/
besar yang bisa menjadi Wali/Asbah adalah saudara laki-laki dari
pihak ibu dan saudara laki-laki dari pihak bapak. Tugas seorang
Wali/Asbah adalah mewakili Keluarga Batih dan Keluarga Kerabat
sebagai juru bicara dan menangani berbagai kegiatan sosial atau
sengketa dalam keluarga. Misalnya dalam kegiatan pernikahan
dan kematian, serta sengketa masalah hutang piutang, sengketa
warisan dan masalah tanah. Apabila ada sengketa dalam keluarga
Batih atau keluarga Kerabat, para Wali/Asbah akan mengadakan
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rapat untuk menyelesaikan sengketa itu secara musyawarah.
Demikian pula masalah perkawinan, yang tampil sebagai juru
bicara dan negosiator adalah seorang Wali/Asbah, bukan orangtua
kedua mempelai (Widen, 2007).

Kedua: Kepemimpinan Pangulu/Mantir Adat

Pemimpin tradisional tingkat desa di kalangan Dayak Kalimantan
Tengah disebut dengan Pangulu Adat atau Mantir Adat. Pangulu
Adat atau Mantir Adat ini biasanya dipilih oleh masyarakat dari
tokoh yang dipandang mampu untuk jabatan sebagai seorang
Pangulu/Mantir. Sedangkan tugas Pangulu/Mantir adalah
melakukan pembinaan, pelestarian dan penegakan adat-istiadat.
Dengan demikian seorang Pangulu/Mantir betul-betul menguasai
adat-istiadat dan hukum adat pada tingkat desa.

Apabila ada sengketa yang berhubungan dengan tanah, warisan,
perkelahian dan lain-lain maka masalahnya diselesaikan secara
musyawarah pada tingkat desa yang dipimpin cleh seorang
Pangulu/Mantir bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya
seperti Ketua RT/ RW, Kepala Desa, dan tokoh lainnya yang
dianggap relevan. Apabila masalah pada tingkat desa belum
dapat diselesaikan dan belum memuaskan kedua belah pihak
yang bersengketa, maka masalah mereka dibawa ke level yang
lebih tinggi lagi yaitu kepada Damang Kepala Adat pada tingkat
Kecamatan. Pada umumnya penyelesaian sengketa oleh Damang
Kepala Adat dapat ditangani dengan baik dan memuaskan semua
pihak.

Ketiga: Kepemimpinan Damang Kepada Adat.

Seorang Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat tertinggi
pada tingkat kecamatan, sedangkan pimpinan adat di bawahnya
berada pada tiap-tiap desa yang tadi disebut dengan Pangulu/
Mantir. Seorang Damang Kepala Adat dipilih dari seorang tokoh
yang dipandang ahli dan menguasai adat-istiadat dan pelaksanaan
Hukum Adat. Tugas Damang Kepala Adat adalah melakukan
pembinaan dan pelestarian Adat-Istiadat di kalangan masyarakat
Dayak, khususnya di wilayah Kedamangan yang ia pimpin. Di
samping itu Damang Kepala Adat juga bertugas sebagai seorang
“Hakim” untuk menyelesaikan berbagai sengketa baik sengketa
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yang berhubungan dengan masalah perdata maupun yang
berhubungan dengan pidana. Dalam menvelesaikan berbagai
sengketa secara musyawarah secrang Damang juga didampingi
oleh para pangulu/mantir, pisur, dan led adat lainnya.

Ada dua tahap penyelesaian sengketa pelanggaran adat baik pada
tingkat desa maupun pada tingkat kecamatan, yaitu:

1. Tahap sidang adat. Pada tahap pertama ini dilaksanakan
sidang adat(musyawarah) yang dipimpin oleh seorang
pimpinan adat. Penyelesaian secara musyawarah ini
bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang
benar, tetapi upaya untuk mencari jalan keluar terbaik
bagi kedua belah pihak yang bersengketa agar tidak ada
yang dirugikan atau diuntungkan.

2. Tahap Ritual(Rekonsiliasi). Apabila proses sidang adat
sudah selesai lalu dilanjutkan dengan proses ritual atau
rekonsiliasi atau pendamaian bagi kedua belah pihak
yang bersengkata. Pada upacara seperti ini seorang pisur
melakukan tepung tawar dengan menggunakan darah
ayam atau darah babi. Tepung tawar ini bukan hanya
ditujukan kepada kedua belah pihak yang bersengketa,
tetapi tertuju pada semua alam semesta ini karena dengan
terjadinya sengketa tadi dianggap telah merusak semua
unsur kosmos yang ada.

Keberadaan Kepemimpinan Tradisional di kalangan suku Dayak
di Kalimantan Tengah tidak pernah ketinggalan jaman karena
hingga saat ini masih diperlukan oleh masyarakat pemiliknya.
Namun demikian perlu dilakukan reevaluasi dan reposisi
terhadap sistem kepemimpinan tradisional ini. Misalnya dalam
hal penggunaan darah binatang untuk melakukan tepung
tawar. Sebenarnya karena darah itu adalah simbol, maka darah
bisa diganti dengan air karena air juga simbol. Yang penting
bagaimana kita memberikan pemahaman yang tepat pada simbol
tersebut. Hal ini penting agar proses ritual tadi tetap lestari dan
bisa dipraktekkan untuk suku dan agama apa saja. Sebab kalau
harus menggunakan darah binatang, maka bagi yang beragama
Islam, Kristen, dan Katolik tidak akan menerima penggunaan
darah tersebut.
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Eksistensi Kepemimpinan tradisional di Kalimantan Tengah juga
dijamin oleh

1.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Kedamangan di
Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004

UUD 1945 dan UU HAM No.39 Tahun 1999 yang secara
umum berbunyi: Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak
ttradisionalnnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur
dalam undang-undang.

Palangkaraya, Desember 2012

ttd.
Prof. Kumpiadywiden



Bacaan

Widen, Kumpiady. 2003, The Impacts oi Clobalization On Dayak
Identity.
Disertasi Doktor tidak dipublikasikan di La Trobe
Universitv. Melbourne-Australia.
Widen, Kumpiady, 2007 . Penyelesaian Sengketan Tingkat Desa.
Makalah disampraikan pada pertemunan Damang Kepala
Adat se Kalimantan Tengah di Palangka Rava tanggal 20-
23 Juli 2007.
Riwut, Tjilik(2007). Kalimantan Membangun Alam dan
Kebudayaan. Yogyakarta:
NR Publishing.
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KATA PENGANTAR
KEPALA BALAI PELESTARIAN
NILAI BUDAYA PONTIANAK

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik penerbitan
buku “KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT
DAYAK NGAJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” sebagai
pelaksanaan kegiatan Penelitian Perlindungan Ekspresi
keragaman Budaya yang dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) APBNP tahun 2012 pada Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak.

Hasil penelitian tentang KEPEMIMPINAN TRADISIO-
NAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU PROVINSI KALIMAN-
TAN TENGAH merupakan bagian dari upaya pemertahanan
kebudayaan Kalteng yang karena adanya pengaruh globalisasi
dan berbagai kontak budaya telah mengalami perubahan dan
pergeseran, sehingga dikuatirkan jika tidak dilakukan upaya
dokumentasi dan publikasi Kepemimpinan Tradisional Pada
Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan selesainya penelitian dan terbitnya buku
ini maka upaya dokumentasiKepemimpinan Tradisional
Pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah,
telah kita wujudkan, sehingga diharapkan nantinya dapat
dipublikasikan dan disebarluaskan sebagai bahan bacaan,
penambahreferensibagiberbagai kalangan yang memerlukan.
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Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat
memberikan manfaat.

Kepala Balai Pelestarian
iat aya Pontianak,

‘ 06141993031 001
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SAMBUTAN
DIREKTUR

PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA DAN TRADISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya
buku “KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT
DAYAK NGAJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” sebagai
hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Perlindungan Ekspresi
keragaman Budaya yang dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) APBNP tahun 2012 yang dilakukan oleh
Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.

Dengan terbitnya buku ini maka bukan saja upaya
kita untuk mendokumentasikan Kepemimpinan Tradisional
Pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah
dapat terwujud. Selain itu, pada berbagai Kepemimpinan
Tradisional pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan
Tengah yang mencerminkan adanya interaksi atau dialektika
antara agama dan budaya yang terjalin melalui berbagai
proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi merupakan bahan
inspirasi bagi kita semua betapa pentingnya memahami
keanekaragaman budaya serta mengedepankan semangat
toleransi di tengah-tengah hubungan antar suku dan budaya
di Nusantara yang serba bhinneka. Adanya pemahaman
dan saling pengertian di tengah keragaman itu merupakan
landasan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
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Indonesia.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu
kelancaran pelaksanaan penerbitan buku ini saya
mengucapkan banyak terima kasih. Mudah - mudahan buku
ini bermanfaat untuk pelestarian budaya lokal khususnya bagi
masyarakatKalimantan Tengah, dan dapat membantu dalam
usaha pengembangan budaya nasional pada umumnya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

untuk hidup seorang diri. Oleh karena itu, dalam keadaan

apapun manusia cenderung untuk hidup berkelompok.
Kecenderungan hidup berkelompok ini merupakan salah satu
dorongan naluriah yang disebut gregoriousness. Pengelompokan
sosial itu antara lain dilandasi oleh adanya persamaan kepentingan
di antara sesama anggota kelompoknya. Untuk mewujudkan
kepentingan bersama itu manusia mengorganisir dirinya ke dalam,
dengan menciptakan perangkat peraturan dan pengendalian
sosial (pranata social) yang sesuai dengan lingkungan tempat
tinggal di mana komunitas itu hidup dan berinteraksi dengan
komunitas lainnya. Dalam pengaturan dan pengendalian tersebut
diperlukan suatu sistem, yang berfungsi menjalankan wewenang
dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan komunitas. Dengan

Sebagai mahluk social, manusia tidak pernah mampu
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kata lain, seuap komunitas atau organisasi sosici lainnya, mengenal
adanya sistem kepemimpinan (ieadership chetdom).

Masyarakat Indonesia terairt dari berbagai suku-
bangsa. Setiap suku- bangsa memiliki sistem kepemimpinan
yang coraknya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar
belakang sejarah suku bangsa yang bersangkutan. Misalnya, pada
komunitas suku bangsa dengan latar belakang ladang bergulir di
Kalimantan, tentu akan berbeda dengan suku-bangsa dijawa yang
sudah lama mengenal sistem pertanian secara menetap. Sesuai
dengan perjalanan sejarah, suku-bangsa di Indonesia mempunyai
pengalamannya sendiri-sendiri. Pengaruh kebudayaan asing,
perdagangan, peperangan dan penjajahan turut mewarnai
corak kebudayaan suku-bangsa di Indonesia termasuk sistem
kepemimpinannya.

Berbagai bentuk kepemimpinan  tradisional, pada
setiap suku-bangsa terus berkembang hingga sampai saat ini.
Pada sebagian komunitas, kepemimpinan tradisional masih
tetap dipertahankan; hingga diberlakukannya UU No. 5 tahun
1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa, memunculkan
fenomena baru dalam kehidupan masyarakat di desa (kampong).
Pemberlakuan Undang-undang ini membuat adanya dualisme
kepemimpinan di masyarakat desa. Di satu sisi yang selama ini
masyarakat merasa bahwa kepemimpinan tradisional sekaligus
merangkap pimpinandesaataukampong,disisillain pemberlakuan
undang-undang ini membuat keterpisahan kepemimpinan di
masyarakat desa. Dimana kepala desa memiliki wewenang penuh
dalam pemerintahan desa. Dengan diberlakukannya undang-
undang ini harapannya, beraneka corak kebudayaan suku-bangsa
tersebut - termasuk sistem kepemimpinan dalam pemerintahan
desa, dipersatukan di dalam pemerintahan nasionai. Meskipun
dalam kenyataannya, masyarakat desa sebagai suatu pendukung
kebudayaan, tetap mengakui keberadaan pemimpin tradisional
dalam suatu komunitas, sangat berfungsi sebagai kontrol
pengendalian dalam melaksanakan adat istiadat dan budaya
mereka.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, sistem
pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat secara
nasional itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik - karena
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Indonesia memiliki karakteristik yang beragam baik dilihat
dari sistem social-budayanya maupun dari sisi hukum adatnya
antara satu suku-bangsa dengan suku-bangsa lainnya, terutama
di daerah-daerah tertentu di pulau Kalimantan khususnya,
maupun pulau-pulau lain umumnya. Dalam beberapa aspek
kehidupan suku-bangsa di Indonesia, sistem kepemimpinan
tradisional masih sangat memegang peranan penting dan sangat
membantu masyarakat dalam menjembatani upaya masyarakat
adat untuk memperoleh dan mencapai kesejahteraannya sesuai
dengan pranata social yang ada dalam komunitasnya. Dengan
demikian dibutuhkan suatu penelitian yang mendalam tentang
kepemimpinan tradisional, untuk membantu pemerintah dalam
memelihara pranata-pranata social yang ada dalam kehidupan
masyarakat local, sehingga keaneka-ragaman budaya local
di nusantara ini tetap utuh dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Menurut Encylopedia of Antropologi ~ (1976: 244)
kepemimpinan bukan hanya berkenaan dengan kualitas
kepribadian atau kharisma seorang pemimpin, tetapi lebih
ditekankan kepada pelaksanaan peranan dalam suatu konteks
sosial-budaya. Jadi, kepemimpinan adalah suatu proses
interaksi antara pemimpim dengan anggota-anggota lain
dalam kelompoknya. Dalam struktur sosial, seorang pemimpin
umumnya menduduki posisi yang menjadi titik penentu dalam
membuat keputusan. Oleh karena itu, pemimpin mestinya harus
bijaksana dalam membuat keputusan untuk kepentingan seluruh
anggota masyarakat yang dipimpinnya, agar kebijakan yang
diambilnya dapat menjamin keberlangsungan hidup komunitas
masyarakat adat dalam mencapai tujuan serta untuk menjamin
terjadinya interaksi social yang lebih baik sesuai dengan harapan
masyarakat dan pemerintah.

Perjalanan bangsa Indonesia dalam memilih presiden pun,
juga mengalami perubahan dalam tata-cara. Pesta Demokrasi
menjadi gelaran untuk pemilihan umum yang merupakan
ungkapan baru dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Bangsa
Indonesia pada aras nasional. Pada tahun 2004, untuk pertama
kalinya rakyat Indonesia memilih dan menentukan sendiri
pemimpinnya melalui pemilihan presiden secara langsung.
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Pada aras local, rakyat telah akrab dengan pemilihan
langsung untuk memilih para pemimpinnya. Misalnya pemilihan
Kepala Desa atau pemilihan pemimpin tradisional lainnya, rakyat
memiliki mekanisme yang telah teruji oleh waktu. Meskipun,
perebutan kekuasaan lewat jalur kepemimpinan tradisional di
berbagai pusat kekuasaan tradisional di Indonesia makin sering
terjadi, contoh yang masih segar dalam ingatan adalah dualism
kepemimpinan Kraton Kasunanan Surakarta, kepemimpinan
Kraton Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Maupun kasus-
kasus perebutan kepemimpinan modern yang juga semakin
sering terjadi di negeri tercinta ini. Simak saja, berapa banyak
kasus yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait
dengan perebutan kursi kepemimpinan daerah. Oleh karena itu,
fenomena kepemimpinan tradisional menjadi menarik untuk
diteliti, dikaji dan dicermati, agar kepemimpinan bangsa ini dapat
merumuskan model atau pola kepemimpinan yang sesuai dengan
cita-rasa local. Hal ini sangat diperlukan di era saat ini, mengingat
negara ini terdiri dari berbagai kebudayaan sukubangsa dan
berbagai kepentingan local maupun nasional.

Kasus-kasus terbaru yang menunjukkan ketimpangan
dalam mewujudkan harmonisasi bangsa di NKRI, adalah kurang
difungsikannya kepemimpinan tradisional di berbagai daerah. Hal
ini akan menyebabkan mudahnya masyarakat bertindak anarkis,
sebagai akibat dari mengendornya ikatan emosional dari sisi adat-
istiadat dan hukum adat yang sebenarnya dapat berfungsi untuk
mengatur dan mengendalikan hidup, harapan dan keinginan
masyarakat adat yang tidak lain adalah fungsi kepemimpinan
tradisional yang ada dalam komunitas adat tersebut. Misalnya:
seperti kasus yang terjadi di wilayah Lampung, Poso, Ambon,
Papua dan lain-lain. Barangkali, kasus tersebut tidak akan terjadi
jika saja pemimpin tradisional difungsikan sebagai filter didalam
upaya meredam peristiwa yang terjadi tersebut.

Bertolak dari realitas demikian, maka penelitian ini dibuat
sebagai pikiran awal dalam kerangka mengkaji dan mencermati
fenomena yang berkaitan dengan peranan dan fungsi pemimpin
tradisional. Sebagai alternative dalam membantu pemerintah dan
masyarakat adat guna mengatasi persoalan-persoalan yang ada
dalam kehidupan mayarakat.
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B. Masalah

Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan adanya
peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia itu
berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mempertahankan
eksistensi hidupnya menentang kebuasan binatang dan musuh
yang mengancam kehidupan komunitas tersebut maupun
mengatasi keganasan alam sekitarnya. Dalam kondisi komunitas
yang masih bersahaja, sendi-sendi kekomunitasannya terjalin
atas dasar hubungan kekerabatan/kekeluargaan. Oleh karena
itu, untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi cita-cita bersama,
dibutuhkan seorang pemimpin yang oleh kelompoknya dipandang
lebih di segala aspek kepribadiannya. Itulah sebabnya seorang
pemimpin menurut Henry Pratt Fairchild (1960: 174) adalah
seorang yang dapat membimbing—memimpin dengan kebutuhan
kualitas-kualitas persuasifnya dan ekseptasi/penerimaan secara
sukarela oleh para pengikutnya.

Meskipun penunjukan pemimpin pada masa lalu hanya atas
dasar pengakuan para pengikutnya, namun kepemimpinannya
telah menumbuhkan kondisi dinamis dalam komunitasnya,
sebab “seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki
kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat
mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan
suatu usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-saran
tertentu “ (Kartini Kartono; 1983;35).

Demikian pula bagi kelompok yang dipimpin dapat menjadi
pengikut yang baik yaitu sadar akan kedudukannya serta
mengerti akan hak dan kewajibannya. Untuk melihat posisi
pemimpin tradisional dalam kehidupan sekarang, pendapat Max
Weber pun masih dapat digunakan untuk melihat pembedaan
kekuasaan seseorang pemimpin. Menurut Weber (dalam
Kartodirjo), membedakan antara (1) Kekuasaan tradisional yang
tuntunan keabsahan didasarkan atas suatu kepercayaan vyang
telah ada (established) pada kesucian tradisi yang amat kuno (2)
Kekuasaan yang rasional atau berdasarkan kepada hukum (legal)
yang didasarkan atas kepercayaan terhadap peraturan-peraturan
untuk mengeluarkan perintah-perintah dan (3) kekuasaan,
kharismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian
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diri terhadan Kesucian. kepahiawanan tertentu atau sifat yang
patut diconroh dari seseorang dan dar1 corak tata ter:db yang
diperlihatkan olehnya.

Berbagai bentuk kepemimpinan tradisional yang pernah
tumbuh dan berkembang di berbagai suki bangsa di Indonesia,
ciri-cirinya tidak jauh berbeda dari pembagian kekuasaan yang
dikemukakan oleh Max Weber, vaitu bahwa pemimpin memiliki
kekuasaan karena mewarisinva, berkat adanya suatu keyakinan
yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima dan
dijalankan oleh warganya. Salah satu aspek tradisi pewarisan
kekuasaan tersebut adalah “keturunan” dalam arti adanya
hubungan darah.

Menuruttradisiinihanya seorangyang memilikihubungan
darah atau keturunan langsung dari pemimpin terdahulu yang
berhak menerima kekuasaan sebagai pemimpin golongannya.
Tradisi kepemimpinan tradisional yang berdasarkan hubungan
“keturunan” dengan cikal bakal ini terkait erat dengan sistem
kekerabatan yang dimantapkan dalam kehidupan sosial-budaya
masyarakat.

Sistem kepemimpinan tradisioanal sebagai aspek dan
nilai-nilai yang masih ada dalam komunitas adat di era sekarang
ini, dijadikan fokus dalam masalah penelitian ini. Kepemimpinan
tradisional merupakan motor penggerak sendi-sendi kehidupan
masyarakat dalam kaitannya dengan pranata social, guna
mencapai kehidupan komunitas yang harmonis. Di samping itu,
juga ada beberapa sistem kepemimpinan tradisional yang masih
berlaku di daerah dan diakui keberadaannya oleh masayarakat
dan pemerintah setempat.

Dengan demikian, rumusan masalahnya dapat disusun
sebagai berikut ini:

a. Bagaimanakah sistem kepemimpinan, termasuk pola dan
struktur kepemimpinannya pada komunitas Dayak Ngaju,
Kabupaten Pulang Pisau?

b. Bagaimana peranan dan kedudukan pemimpin, termasuk
hukuman dan sanksinya, dalam komunitas Dayak Ngaju
di Kabupaten Pulang Pisau?

c. Bagaimanakah bentuk dan syarat kepemimpinan
tradisional komunitas Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang
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Pisau?
d. Bagaimanakah dasar kepemimpinan tradisional komunitas
adat Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan

Kepemimpinan tradisional muncul bersama-sama dengan
adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia itu
berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mempertahankan
eksistensi hidupnya menentang kebuasan binatang dan musuh
yang mengancam kehidupan komunitas tersebut maupun
mengatasi keganasan alam sekitarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu
deskripsi dan analisis mengenai sistem kepemimpinan tradisional
Dayak Ngaju yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten
Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian
ini juga bertujuan untuk melihat dan menganalisa bagaimana
corak sistem kepemimpinan tradisional di wilayah tersebut.
Meskipun, kepemimpinan tradisional yang ada merupakan
sistem di luar sistem pemerintahan resmi, tetapi keberadaannya
masih tetap difungsikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam
menjaga dan melestarikan adat-istiadat dan pranata social yang
ada dalam komunitas adat setempat.

Berdasarkan kenyataan mengenai perwujudan sistem
kepemimpinan tradisional di dalam komunitas Dayak Ngaju, akan
diperoleh gambaran tentang sejauh mana sistem kepemimpinan
tradisional Dayak Ngaju yang masih ada di wilayah tersebut dapat
mempengaruhi kehidupan komunitas, terutama sekali dalam
kehidupan social-budaya masyarakat serta membantu pemerintah
daerah dalam menjaga stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Masyarakat tradisional yang hidup dalam suatu wilayah
adat, biasanya menempatkan seseorang yang didudukkan pada
posisi struktur sosial lebih tinggi untuk menggerakkan kelompok
itu. Mereka yang mendapatkan kedudukan lebih tinggi itu,
sering disebut pemimpin tradisional. David Krech (1962;453)
mengemukanan pemimpin adalah : “A member of group or
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organization who plays ana the determuning the ideology of the
group”. Dar1 pendapat Krech terseout menjelaskan bahwa seorang
pemimpin adalah anggota masyarakat yeng dianggap memuliki
kelebihan dari anggota masyarakat lainnya, dan biasanya menjadi
orang terkemuka dalam kelompok tersebut. la mempengaruhi
berbagai aktifitas anggota kelompok untuk menentukan, menjaga
dan mencapai keseimbangan hidup masyarakatnya dalam
mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Di samping itu,
membantu pemerintah untuk menjembatani program-program
pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Penelitian tentang kepemimpinan tradisional ini,berupaya
mendeskripsikan bagaimana sistem kepemimpinan tradisional
dalam komunitas adat, yang hingga kini keberadaannya masih
terus dibutuhkan oleh komunitas adat dan pemerintah, serta
masih memainkan peran dalam aktifitas kehidupan sehari-
hari dalam membantu pemimpin formal dalam melaksanakan
tugas-tugas pembangunan kemasyarakatan yang ada di wilayah
kerjanya.

Dalam penelitian masalah kepemimpinan tradisional
ini, komunitas adat dilihat sebagai suatu kesatuan sosial yang
merupakan satuan kebudayaan dengan corak tersendiri dan
merupakan salah satu unsur dari sistem jaringan sosial-budaya.
Melalui sistem jaringan tersebut pengaruh sistem nasional
(kebudayaan, politik ekonomi dan sosial) memasuki dan memberi
corak pada kebudayaan yang berlaku dalam komunitas setempat.

E. Kerangka Teori dan Pemikiran
1. Teori dan Konsep Kepemimpinan

Seorang  pemimpin  pasti  juga  seorang
pemimpi(n). Pemimpin itu seorang individu yang
menyadari dan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan
untuk mewujudkan mimpi-nya. Dalam makalahnya, [
Nyoman Sumaryadi (2008) menguraikan dan menjelaskan
teori dan konsep kepemimpinan dalam pengertian
operasional. Dalam beberapa literatur menjelaskan
bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan memimpin,
termasuk didalamnya adalah membimbing, menuntun,
menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi,
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mengendalikan (pikiran, perasaan dan tingkah laku),

pengorganisasian,  memotivasi,  kerjasama  dalam

hubungan (interaction), kemampuan diri, merangsang,
dan membangkitkan emosi. Kepemimpinan sebagai proses
membujuk (inducting) orang-orang untuk mengambil
langkah menuju suatu sasaran bersama.

Definisi operasional di atas mengkategorikan tiga
elemen, yaitu:

a. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relation
concept), kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan
orang-orang lain, artinya ada pengikut, ada pemimpin,
dan ada yang dipimpin. Tersirat dalam definisi ini
ada premis bahwa para pemimpin yang efektif harus
mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan
berrelasi dengan para pengikut mereka.

b. Kepemimpinan merupakan suatu proses agar bisa
memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu.

c. Kepemimpinanharusmembujukorang-oranglainuntuk
mengambil tindakan melalui berbagai cara, antara lain:
menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan
model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi
imbalan, dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan
mengkomunikasikan sebuah visi.

Dengan mengikuti definisi operasional ini, maka
dapat pula dikatakan bahwasannya seorang pemimpi(n)
tidak harus menduduki tampuk kekuasaan yang
penuh dengan kewenangan. Seperti pendapatnya John
Gordner (1988) yang mengamati kepemimpinan. Hasil
pengamatannya menunjukkan pemimpin tidak sekedar
menduduki posisi otoritas tertinggi saja, tetapi harus lebih
dari pada itu. Sumaryadi (2008) memberi penekanan,
kendati posisi otoritas yang diformalkan mendorong
proses kepemimpinan, tetapi sekedar menduduki posisi itu
tidak memadai untuk membuat seseorang untuk menjadi
pemimpin.
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L.

Kerangka Pemixiran

Kepemimpinan merupakan <ebuah fenomena
universal, Siapapun menjalankan tugas-tugas
kepemimpinan. manakala dalam tugas itudia berinteraksi
dengan orang lain. Bahkan dalam kapasitas pribadipun,
di dalam tubuh manusia itu ada kapasitas atau potensi
pengendali, vang pada intinya memfasilitasi seorang
untuk dapat memimpin dirinya sendiri. Krisdyamoko
(2005) mengatakan “Kepemimpinan adalah pengaruh,
yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang
lain dan tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan yang
dimilikinya. Karena itu kepemimpinan merupakan sebuah
fenomena yang kompleks yang membuat rumusan yang
menyeluruh tentang arti kepemimpinannya.

George R. Terry (dalam Miftah Thoha, 1993)
menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas
untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan
mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan itu muncul
karena fuktor kebersamaan antara kelompok individu
dalam bekerja sama, dan hubungan di dalamnya yang
satu mengendaliikan yang lain (Pemimpin) dan yang lain
berusaha mengikuti (bawahan). Kepemimpinan dapat
juga dipandang sebagai, suatu seni dalam membina dan
menggerakan sekelompok orang dengan sarana dan
prasarana tertentu melalui berbagai tingkatan hubungan
yang saling menguntungkan.

Dalamsuatuorganisasi, kelompokataukomunitas
pada umumnya pasti memerlukan pemimpin. Bahkan,
suatu komunitas yang terkecil atau bahkan komunitas
yang masih tradisional sekalipun membutuhkan tidak szja
pemimpin namun juga bentuk dan tipe kepemimpinan
yang mampu mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan
dan kepentingan komunitas, sekaligus menegakkan aturan
atau norma-norma yang berlaku dan disepakati dalam
kelompok komunitas tersebut.

Dalam suatu komunitas pada umumnya ada
beberapa pemimpin sekaligus, misalnya : pemimpin adat,
pemimpin peierintahan, pemimpin agama, dan lain-lain.
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Dalam kondisi ini, seringkali pemimpin pemerintahan
dikategorikansebagaipemimpinformaldanparapemimpin
adat sebagai pemimpin informal. Pada komunitas adat,
dualisme kepemimpinan pemerintah/negara dan adat
ini ada kalanya menimbulkan berbagai permasalahan
(Krisdyatmoko, 2005). Sebagai contoh masalah legitimasi,
pemerintah/negara jelas mengakui pemimpin formal
seperti misalnya kepala desa / lurah, sementara di sisi lain
komunitas tetap mempercayai pemimpin adat.

Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin
komunitas adat menerapkan tipe kepemimpinan yang
demokratis, yang berjuang untuk kepentingan anggotanya
dengan menggunakan cara-cara yang demokratis pula.
Pusat kekuasaan tidak berada pada pemimpin, melainkan
ada pada rakyat, pemimpin mengemban mandat yang
dipercayakan rakyat kepada dirinya. Oleh karenanya, para
pemimpin komunitas adat masih memiliki kharisma, dan
keahlian tertentu. Berdasarkan konsep dan teori tersebut,
maka dapat di petakan sebagai berikut:

Hubungan pemimpin tradisional dengan komunitas adat Dayak
Ngaju

Pendelegasian kekuasaan/

mandat, kepercayaan dan
legitimasi pemerintah

i Pemimpin Pemimpin
Komunitas adat . < >
tradisional formal

Menjaga, mendorong dan

meningkatkan partisipasi

komunitas adat

F. Metode Penelitian
Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dan tujuan

[11]



penelitian, maka untuk meniawab per alanan pokKok penelitian
dan mendapatkan data yang relevan, pernelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Data vang diperoleh dideskripsikan dan
diinterpretasikan sesuai konteks pemahaman informan. Hal ini
digunakan untuk memperoleh data seluas-luasnya dalam rangka
mempelajari bentuk kepemimpinan tradisional dalam kehidupan
komunitas adat setempat. Dalam hal ini mencoba bagaimana
mendeskripsi kehidupan komunitas adat Dayak Ngaju yang
terdapat di kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau
Propinsi Kalimantan Tengah, yang berkaitan dengan organisasi
local dan kepemimpian tradisional yang mereka miliki.
Mengingat tulisan inibersifatkualitatif, datayangdiperoleh
melalui ucapan maupun prilaku menjadi data terpenting dalam
studi ini (Moleong, 1994: 3). Untuk teknik pengumpulan data
digunakan melalui wawancara, observasi serta study kepustakaan
dan dokumentasi. Diharapkan melalui ke-empat teknik
pengumpulan data ini, data dan informasi yang dibutuhkan untuk
penulisan hasil penelitian, dapat terkumpul secara akumulatif,
efektif (tepat guna), terutama mengingat tulisan ini yang bersifat
deskriptif dan membutuhkan data kualitatif. Perolehan data dan
informasi, baik dari wawancara, observasi, studi kepustakaan dan
dokumentasi, dapat dianalisis dan dideskripsikan serta disusun
sesuai dengan kerangka laporan yang telah ditetapkan.
Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang
mendalam mengenai kepemimpinan tradisional, yang berlaku
pada komunitas adat Dayak Ngaju, yang menjadi focus dalam
penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara
bebas dan wawancara mendalam. Wawancara bebas dilakukan
secara sambil lalu namun terencana untuk memperoleh data
sckunde